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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF LOCAL REVENUE LOCAL EXPENDITURE AND
AUDIT FINDINGS ON THE EFFICIENCY OF FINANCIAL

PERFORMANCE OF PROVINCIAL GOVERMENT IN INDONESIA IN
2015-2016

By

LIA SARTIKA NAINGGOLAN

This study aims to determine the affect of local revenue, governmental
expenditure, and audit findings on the efficiency of financialperformance of
provincial goverment in indonesia in 2015-2016. The sampling method used in
this research was purposive sampling of 34 local governments. The collected data
were analyzed by using classic assumption, then by hypothesis test. SPSS version
22 software was used in analyzing the data The research showed that independent
variable could describe the dependent variables up to 39,9%, while the rest
(60,1%) was described by other factors.The result of this study found that local
revenue and local expenditure have significant influence toward financial
performance efficiency. While audit findings does not affect influence financial
performace efficiency.

Keywords: Financial Performance Efficiency, Local Revenue, Local Expenditure ,
Audit Findings



ABSTRAK

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH BELANJA DAERAH DAN
TEMUAN AUDIT TERHADAP EFISIENSI KINERJA KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2015-2016

Oleh

LIA SARTIKA NAINGGOLAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah,
belanja daerah, dan temuan audit terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah
provinsi di Indonesia tahun 2015-2016. Metode sampling yang digunakan adalah
purposive sampling dengan jumlah total provinsi sampel sebanyak 43 provinsi.
Pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan uji asumsi klasik terlebih
dahulu kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis. Software yang digunakan
dalam mengolah data adalah SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukan bahwa
variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya sebesar 39,9%; dan
sisanya sebesar 60,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja daerah berpengaruh
terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel
temuan audit tidak berpengaruh terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah
daerah.

Kata Kunci: Efisiensi Kinerja Keuangan, Pendapatan Asli Daerah, Belanja
Daerah, Temuan Audit
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2001 pemerintah menerapkan kebijakan otonomi daerah. Penerapan

otonomi daerah menjadi fokus penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat

Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2004 membuat tata pemerintahan menjadi berubah dari

yang sebelumnya bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi adalah

penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom

berdasarkan asas otonom. Namun tidak semua urusan diserahkan, ada beberapa

urusan yang masih terpusat seperti hukum, keamanan, politik luar negeri, moneter

dan fiskal nasional dan agama.

Kebijakan otonomi daerah memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk

mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Pemerintah memberikan

dana perimbangan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana

perimbangan disebut juga transfer. Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi

umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Dana

perimbangan diberikan untuk membantu kekurangan pendapatan asli daerah
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(PAD) dalam membangun daerahnya. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan

yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. PAD terdiri dari

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain

pendapatan daerah yang sah. PAD dapat menggambarkan tingkat kemandirian

daerah dalam mengoptimalkan potensi di daerah masing-masing dan juga

menunjukkan kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Tingkat

kemandirian dapat dilihat dengan membandingkan antara PAD dengan bantuan

pemerintah pusat dan pinjaman. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD,

maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat

(Budianto dan Alexander, 2016). Namun pada kenyataannya, daerah belum

mampu mandiri jika dilihat dari perbandingan antara pendapatan asli daerah

terhadap dana perimbangan. Dibeberapa daerah dana perimbangan masih lebih

tinggi dari pendapatan asli daerah yang dihasilkan daerah tersebut. Hal ini berarti

pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana bantuan pusat. Pemerintah

daerah provinsi di Indonesia memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap

dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat yang ditunjukkan dalam

Gambar 1.1.

Table tersebut menunjukkan bahwa dari 34 provinsi hanya ada 9 provinsi yang

memiliki pendapatan asli daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan dana

perimbangan. Sebagian daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada

pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan daerahnya. Pengelolaan

keuangan pemerintah daerah dapat dicapai berdasarkan perencanaan dan kontrol

yang tepat, selain itu sesuai dengan prinsip value for money yaitu harus dilakukan

secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Wijayanti dan Murtini, 2015)
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Grafik 1.1 Perbandingan PAD dengan Dana Perimbangan Tahun 2016
(dalam rupiah)

Sumber: Data diolah, 2018
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Kualitas belanja daerah dalam dalam APBD masih tergolong lemah. Hal ini dapat

dilihat dari belanja tidak langsung yang sering lebih tinggi dari belanja langsung.

Belanja langsung biasanya berkaitan erat dengan penyediaan fasilitas dan

infrastruktur yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh

negara, yang tercermin di dalam belanja langsung yang dilakukan oleh

pemerintah. Belanja langsung yang besar merupakan cerminan dari banyaknya

infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang

dilakukan akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah, sesuai dengan logika,

semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin

banyak (Sudarsana dan Rahardjo, 2013). Semakin tinggi belanja daerah

seharusnya mencerminkan semakin baiknya tingkat pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat yang akan berdampak pada meningkatnya kinerja keuangan

pemerintah daerah tersebut. Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah

daerah pada suatu periode anggaran. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kusuma

dan Handayani (2017) menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang artinya semakin banyak

belanja daerah yang dikeluarkan oleh suatu daerah maka akan semakin baik

kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Hal ini berarti pemerintah daerah

dalam realisasi belanjanya telah digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan

yang direncanakan.
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Table 1.2 Perbandingan belanja langsung dengan tidak langsung
(dalam rupiah)

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK), 2018
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1,470,650,118,453

1,545,657,443,529

4,834,195,408,003

1,527,932,823,055

3,857,588,696,862

2,369,505,229,543

2,494,916,021,739

1,242,093,299,602

7,018,204,437,123

881,168,391,911

5,836,390,493,862

1,209,394,930,769

851,979,887,853

1,690,266,822,881

3,315,110,585,586

825,500,639,649

1,158,850,826,422

= belanja langsung
= belanja tidak
langsung
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Permasalahaan lainnya adalah kasus temuan audit atas laporan keuangan

pemerintah daerah, hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan

oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap laporan

keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada semester I tahun 2016. Hasil

pemeriksaan mengungkapkan 7.950 temuan yang memuat 12.168 permasalahan

yang terdiri atas 6.053 permasalahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 6.115

permasalahan ketidakpatuhan terhadap  ketentuan peraturan perundang-undangan

senilai Rp2,08 triliun (bpk.go.id, 2016). Temuan audit BPK merupakan kasus-

kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran

yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun

terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semakin banyak

pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya

kinerja Pemda tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan audit,

maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu Pemda (Sudarsana dan

Rahardjo, 2013)

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Julitawati dkk (2012),

Kusuma dan Handayani (2017) serta Sudarsana dan Rahardjo (2013). Penelitian

ini mengambil objek penelitian pada LKPD pemerintah daerah seluruh provinsi

yang ada di Indonesia tahun 2015-2016. Berdasarkan uraian di atas, maka

penelitian ini diberi judul “Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Belanja Daerah

dan Temuan Audit Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah

Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2016 ”
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap efisiensi kinerja

keuangan pemerintah daerah?

2. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap efisiensi kinerja keuangan

pemerintah daerah?

3. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap efisiensi kinerja keuangan

pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap efisiensi

kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Untuk menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap efisiensi kinerja

keuangan pemerintah daerah.

3. Untuk menganalisis pengaruh temuan audit terhadap efisiensi kinerja

keuangan pemerintah daerah.
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1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para

akademis serta memberikan penilaian lebih luas tentang efisiensi kinerja

keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan

masukan dan bahan pertimbangan mengenai efisiensi kinerja keuangan

pemerintah dalam menentukan kebijakan kinerja keuangan daerah.

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber

referensi dan informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

pengetahuan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, belanja daerah,

dan temuan audit terhadap efisiensi kinerja keuangan daerah.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori keagenan. Teori keagenan

didefinisikan sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (principal) melibatkan

orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang

melibatkan dan mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada

agen tersebut (Jensen dan Meckling. 1997). Prinsip utama teori ini menyatakan

adanya hubungan  kerja antara pihak yang memberi wewenang (principal) dengan

pihak yang menerima wewenang (agen). Adanya pemisahan kepemilikan oleh

principal dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung

menimbulkan konflik keagenan diantara principal dan agen. Di satu sisi, agen

secara moral bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan principal, namun di

sisi lain manajemen juga berkepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka

sendiri. Sehingga cenderung menimbulkan masalah agensi.

Teori keagenan memandang pemerintah daerah sebagai agen  dan pemerintah

pusat sebagai prinsipal. Konflik dapat terjadi karena pemerintah yang dipimpin

oleh kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat tidak bertindak sesuai dengan

yang diharapkan masyarakat dalam menyelenggarakan layanan publik. Teori ini
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memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak

dengan sebaik-baiknya terhadap kepentingan masyarakat. Maka dari itu

pemerintah harus meningkatkan kinerjanya untuk mendapatkan kepercayaan dari

masyarakat. Sebagai bentuk  pertanggungajawaban dari pihak agen (pemerintah

daerah) tehadap principal (masyarakat) , pemerintah daerah menyajikan laporan

keuangan dan melaporkan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada

pihak principal. Tujuan spesifik pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah

untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan

untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang

dipercayakan kepadanya (Hadi, 2010). Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai

acuan untuk mengukur kinerja keuangan suatu entitas dengan menggunakan

analisis rasio dari angka-angka pada pos-pos yang ada dalam laporan keuangan.

Berdasarkan teori agensi pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk

memastikan bahwa pengelolaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan

yang berlaku (Kusuma dan Handayani, 2017). Pengawasan tersebut dilakukan

oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pemeriksaan yang dilakukan oleh

BPK terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan

dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan BPK berupa opini, temuan audit

serta simpulan dalam bentuk rekomendasi.

2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau

program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
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daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat

diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat

(Sumarjo, 2010) dalam (Karlina dan Handayani, 2017) Pengukuran kinerja

diartikan sebagai suatu indikator keuangan dan non keuangan dari suatu pekerjaan

yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau

suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas, dimana

penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntunan yang harus dipenuhi, data

pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya. pengukuran

kinerja dapat dilakukan dengan melihat variabel kunci kemudian dikembangkan

pada unit kerja yang bersangkutan untuk dapat diketahui tingkat pencapaian

kinerja, dari sinilah kita bisa mengetahui kinerja suatu organisasi sudah sesuai

dengan yang direncanakan meliputi ekonomis, efisiensi, efektivitas, dan lain-lain

atau tidak. Menurut Mardiasmo (2004) pengukuran kinerja dilakukan untuk tiga

maksud. Petama dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus

pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Kedua dimaksudkan untuk

pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Yang ketiga adalah

dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki

komunikasi kelembagaan.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah

dalam melaksanakan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan

sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan

tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah

dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif  (Mardiasmo, 2009) dalam
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(Kusuma dan Handayani, 2017). Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur

kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio

keuangan terhadap APBD. Halim (2012) mengatakan bahwa menganalisis rasio

keuangan dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode

dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga diketahui tingkat pencapaian

dari hasik suatu kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan

belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui

suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode

anggaran.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang

bersumber dari APBD menurut Halim (2012) antara lain sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian

2. Rasio Efektivitas

3. Rasio Efisiensi

4. Rasio Aktivitas

5. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

6. Rasio Pertumbuhan

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah (PAD)

adalah  penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun
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2004). Pendapatan asli daerah merupakan faktor pendukung penting dalam

melaksanakan otonomi daerah. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya

investasi sehingga secara bersamaan investasi akan mendorong adanya perbaikan

infrastruktur daerah. Rendahnya PAD menyebabkan pemerintah daerah memiliki

kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Pemerintah daerah dalam

melaksanakan pembangunan lebih mengandalkan dana perimbangan, terutama

dana alokasi umum (DAU). PAD yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa

pemerintah daerah telah melakukan upaya yang optimal dalam menggali sumber-

sumber PAD sehingga memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Sumarjo (2010)

mengatakan bahwa peningkatan PAD merupakan akses dari pertumbuhan

ekonomi. Pertumbuhan yang positif akan mendorong investasi yang akan

berdampak pada peningkatan pembangunan infrastruktur daerah.

Menurut Halim (2008) kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis

pendapatan yaitu :

a. Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi dan badan

kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi

daerah-daerah. Menurut UU No. 34 Tahun 2000 pendapatan pajak untuk

provinsi meliputi

1. Pajak kendaraan bermotor.
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2. Bea balik nama kendaraan bermotor.

3. Pajak bahan kendaraan bermotor.

4. Pajak kendaraan di atas air.

5. Pajak air di bawah tanah.

6. Pajak air permukaan.

b. Retribusi daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis

retribusi menurut UU No. 34 Tahun 200 untuk provinsi adalah sebagai

berikut:

1. Retribusi pelayanan kesehatan.

2. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.

3. Retribusi penggantian biaya cetak peta.

4. Retribusi pengujian kapal perikanan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan

penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri

dari :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

daerah/BUMD.

2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

pemerintah/BUMN.
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3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau

kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain

milik pemda. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

mencakup

1. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan.

2. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak

dipisahkan.

3. Jasa giro.

4. Bunga deposito.

5. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi.

6. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta

keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

8. Pendapatan denda pajak dan denda retribusi.

9. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.

10. Pendapatan dari pengembalian.

11. Fasilitas social dan fasilitas umum.

12. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

13. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.
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2.1.4 Belanja Daerah

Menurut  Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih”. Menurut Halim (2008) belanja daerah

dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu:

a. Belanja Operasi;

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari

pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Terdiri atas:

1. Belanja pegawai.

2. Belanja barang.

3. Belanja bunga.

4. Belanja sunsidi.

5. Belanja hibah.

6. Belanja bantuan sosial.

7. Belanja bantuan keuangan

b. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap

dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal termasuk:

1. Belanja tanah.

2. Belanja peralatan dan mesin.

3. Belanja gedung dan bangunan.

4. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan.

5. Belanja aset tetap lainnya.
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6. Belanja asset lainnya.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang

sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan

bencana alam, bencana sosial, dan rencana tidak terduga lainnya yang

sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah

pusat/daerah.

d. Transfer

Yang dimaksud dengan transfer disini adalah transfer keluar, yaitu

pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana

perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah

daerah. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, transfer pemerintah

provinsi terdiri dari

1. Bagi hasil pajak ke kabupaten/kota.

2. Bagi hasil retribusi ke kabupaten/kota.

3. Bagi hasil pendapatan lainnya ke kabupaten/kota.

2.1.6 Temuan Audit

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah

proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara

independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk

menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Adapun tujuan audit laporan
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keuangan menurut Bastian (2011) adalah menunjukkan, dengan dasar yang cukup

dan tepat dari bukti-bukti audit, apakah laporan keuangan telah menyajikan

dengan benar dan wajar posisi keuangan pemda, hasil dari operasi dan perubahan-

perubahannya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Berdasarkan UU No. 15 tahun 2004 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester

(IHPS) BPK, rincian temuan audit terhadap sistem pengendalian intern adalah

sebagai berikut:

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Pelaporan

a. Pencatatan tidak/belum dilakukan dengan akurat.

b. Penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan.

c. Keterlambatan penyampaian laporan.

2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja

a. Perencanaan kegiatan tidak memadai.

b. Kegiatan yang tidak sesuai aturan.

c. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

d. Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD.

e. Pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat.

3. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern

a. Tidak Memiliki Standar Prosedur Operasional yang formal.

b. SOP yang ada tidak berjalan secara optimal.

c. Tidak adanya satuan pengawasan intern yang ada tidak mematuhi.

d. Satuan pengawasan intern yang ada tidak mematuhi.

e. Tidak ada pemisahan tugas
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Sedangkan untuk rincian dari lima klasifikasi temuan audit atas ketidakpatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Klasifikasi temuan kerugian negara/indikasi kerugian negara

a. Belanja fiktif.

b. Tuntutan Perbendaharaan.

c. Kemahalan harga (mark up): pengadaan barang/jasa oleh entitas yang

berbeda dari penyedia barang dan jasa yang sama pada waktu dan

tempat yang sama.

d. Kelebihan Pembayaran.

e. Kekurangan volume pekerjaan.

f. Pembayaran honorarium dan atau biaya perjalanan dinas ganda.

g. Indikasi tindak pidana korupsi.

h. Pengadaan barang/jasa fiktif.

i. Barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak (spesifikasi).

j. Rekanan penyedia barang/jasa wanprestasi.

k. Aset dikuasai pihak lain.

l. Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi.

2. Klasifikasi Temuan Kekurangan Penerimaan.

a. Pajak/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/denda keterlambatan

pekerjaan belum atau terlambat dipungut/disetor.

b. Penggunaan langsung PNPB/Pendapatan (Retribuusi, kapitasi ASKES,

dll)

c. Sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan akhir tahun anggaran

tidak disetor/belum ke kas negara/kas daerah.
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d. Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah.

3. Klasifikasi Temuan Administrasi.

a. Pencatatan tidak/belum dilakukan atau akurat.

b. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak sah).

c. Proses pengadaan barang/jasa/lelang performa.

d. Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak/Surat Perjanjian Kontrak

(SPK).

e. Mekanisme pemungutan dan penyetoran PNPB tidak sesuai ketentuan.

f. Pengalihan anggaran antara MAK (Mata Anggaran Keluaran) /

pengeluaran tidak sah.

g. Entitas terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

h. Salah pembebanan anggaran.

i. Kebijakan tidak tepat.

j. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis

tertentu atau ketentuan intern organisasi objek yang diperiksa.

k. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang

pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah (Aset

belum didukung oleh bukti kepemilikan yang sah, penghapusan tidak

sesuai ketentuan).

l. Penyimpangan dari peraturan tentang pedoman pelaksanaan

APBN/APBD.

4. Klasifikasi Temuan Kehematan dan Efisiensi

a. Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan

b. Pengadaan harga standar tidak realistis.
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c. Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak

sesuai standar.

d. Ketidakhematan/pemborosan keuangan negara.

5. Klasifikasi Temuan Efektivitas.

a. Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukkan.

b. Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana

yang ditetapkan.

c. Barang yang dibeli tidak dimanfaatkan.

d. Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian

tujuan organisasi.

e. Pelaksanaan kegiatan terlambat sehingga mempengaruhi

pencapaian tujuan organisasi

f. Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM

yang memadai.

Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah

menggambarkan semakin buruknya kinerja pemerintah daerah tersebut. Dengan

kata lain, semakin tinggi angka temuan audit, maka menunjukkan semakin

rendahnya kinerja suatu pemerintah daerah (Mustikarini dan Fitriasari, 2012).

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini, laporan hasil

pemeriksaan atas SPI, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan yang digunakan

dalam penelitian ini adalah laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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2.2 Kerangka pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka pemikiran

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang

diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut

pemerintah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perudang-

undangan yang berlaku (Halim, 2013). Menurut penelitian Juliawati (2012)

pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Sama halnya dengan penelitian Budianti dan Alexander (2016) yang mengatakan

bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Pendapatan Asli
Daerah (X1)

Belanja Daerah
(X2)

Temuan Audit
(X3)

Efisiensi Kinerja
Keuangan

Pemerintah Daerah
(Y)
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Artinya semakin tinggi pendapatan asli daerah maka akan semakin baik kinerja

keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan akan meningkat seiring dengan

meningkatnya pendapatan asli daerah karena pendapatan asli daerah merupakan

pemasukan bagi pemerintah daerah. Dari uraian tersebut maka hipotesis yang

diajukan adalah:

H1: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap efisiensi kinerja

keuangan pemerintah daerah

2.3.2 Pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah

Belanja daerah merupakan kewajiban daerah yang menjadi pengurang kekayaan

bersih dalam periode tahun bersangkutan. Noviyanti dan Kiswanto (2016)

menyatakan bahwa banyaknya belanja daerah yang dikeluarkan oleh suatu daerah

dapat mempermudah pemerintah daerah tersebut untuk menjalankan program

pembangunan yang telah dirancang di daerahnya. Pengelolaan belanja daerah

dengan efisien dan tepat akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Mustikarini dan Fitriasari (2012) menyatakan bahwa semakin tinggi belanja

pemerintah daerah seharusnya mencerminkan semakin tingginya tingkat

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, semakin tinggi tingkat

pelayanan yang diberikan, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah tersebut.

Pada penelitian Armaja (2015) juga mengatakan bahwa belanja daerah

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja daerah

digunakan untuk peningkatan pelayanan masyarakat. hal ini menandakan bahwa

semakin tinggi pelayanan masyarakat maka akan semakin baik kinerja keuangan
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pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan

adalah :

H2: belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah

2.3.3 Pengaruh temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap

laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap

ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan

yang berlaku (Sudarsana dan Rahardjo, 2013). Berdasarkan pemeriksaan yang

dilakukan BPK pada tahun 2016 terhadap laporan keuangan pemda, pemda

banyak melakukan pemborosan atas input yang dikeluarkan yang dapat

mengakibatkan ketidakefisienan pada kinerja keuangan pemda. Contoh kasus

yang ditemukan BPK atas pemeriksaan ketidakpatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan adalah terdapat kelebihan pembayaran pada pekerjaan

pembangunan jalan lingkar setan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah

sebesar Rp. 3,82 miliar. Permasalahan lain juga mengakibatkan kekurangan ouput

pada pemda adalah kekurangan penerimaan sebesar Rp. 809,01 miliar yang terjadi

di 406 pemda. Hal ini terjadi karena kelemahan atas pengelolaan akun piutang

pajak dan retribusi belanja modal dan investasi jangka panjang. Penelitian

Mustikarini dan Fitriasasi (2012) mengatakan bahwa temuan audit berpengaruh

negatif terhadap skor kinerja Pemda. Hal ini sama dengan  penelitian (Sudarsana

dan Raharjo) 2013 mengatakan bahwa semakin banyak pelanggaran yang

dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda

tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan audit, maka
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menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu Pemda. Dengan demikian,

hipotesis yang diajukan adalah:

H3: temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No Penulis Judul Hasil Penelitian

1 Armaja dkk

(2015)

Pengaruh Kekayaan

Daerah, Dana

Perimbangan Dan Belanja

Daerah Terhadap Kinerja

Keuangan  (Studi pada

Kabupaten/Kota di Aceh)

- Kekayaan daerah

berpengaruh negatif

terhadap kinerja keuangan

pada kabupaten/kota di

Provinsi Aceh.

- Dana Perimbangan

berpengaruh negatif

terhadap kinerja keuangan

pada kabupaten/kota di

Provinsi Aceh.

- Belanja daerah

berpengaruh positif

terhadap kinerja keuangan

pada kabupaten/kota di

Provinsi Aceh.

2 Hadi (2010) Pengaruh Likuiditas Dan

Leverage

- Likuiditas dengan rasio

lancar dan leverage secara
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Terhadap Kemandirian

Daerah

(Studi Terhadap Laporan

Keuangan Pemerintah

Daerah

Tahun Anggaran

2007 Di Wilayah Provinsi

Aceh)

bersama-sama berpengaruh

terhadap kemandirian

daerah pada pemerintah

daerah Provinsi Aceh

sebesar  52,0%

- Likuiditas dengan rasio

lancar secara parsial

berpengaruh terhadap

kemandirian daerah pada

pemerintah daerah dalam

wilayah Provinsi Aceh

sebesar 74,3%.

- Leverage secara parsial

berpengaruh terhadap

kemandirian daerah pada

pemerintah daerah dalam

wilayah Provinsi Aceh

hanya sebesar 2,2%

3 Budianto dan

Alexander

(2016)

Pengaruh Pad Dan Dana

Perimbangan Terhadap

Kinerja Keuangan

Pemerintah

Kabupaten/Kota Di

Provinsi Sulawesi Utara

- PAD berpengaruh positif

terhadap kinerja keuangan

pemerintah

- Dana Perimbangan

berpengaruh negatif

terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah
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4 Sudarsana

dan Rahardjo

(2013)

Pengaruh Karakteristik

Pemerintah Daerah  Dan

Temuan Audit Bpk

Terhadap Kinerja

Pemerintah Daerah

- ukuran pemerintah, tingkat

ketergantungan daerah

kepada pemerintah pusat,

belanja modal terbukti

tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap skor

kinerja Pemda

kabupaten/kota

- temuan audit BPK, tingkat

kekayaan daerah dengan

proksi PAD dibanding total

pendapatan berpengaruh

secara signifikan terhadap

skor kinerja Pemda

skabupaten/kota di

Indonesia.

5 Kusuma dan

Handayani

(2017)

Pengaruh Karakteristik

Pemerintah Daerah

Terhadap Efisiensi

Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah

- ukuran pemerintah daerah

secara individu tidak

berpengaruh terhadap

kinerja keuangan

pemerintah daerah

- kemakmuran berpengaruh

positif terhadap kinerja

keuangan pemerintah

daerah

- tingkat ketergantungan
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pada pemerintah pusat

secara individu tidak

berpengaruh terhadap

kinerja keuangan

pemerintah daerah

- leverage secara individu

tidak berpengaruh terhadap

kinerja keuangan

pemerintah daerah

belanja daerah memiliki

pengaruh positif terhadap

kinerja keuangan

pemerintah daerah



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah seluruh provinsi yang ada

di Indonesia yang berjumlah 34 provinsi tahun 2015 dan 2016. Kriteria

pengambilan sampel penelitian adalah dengan metode purposive sampling dengan

kriteria data yang lengkap meliputi :

1. Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah tahun 2015-2016 untuk

mendapatkan PAD, transfer, belanja daerah, anggaran belanja daerah

realisasi pendapatan dan realisasi pengeluaran.

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Semester BPK terhadap LKPD tahun 2015

dan 2016 untuk mendapatkan jumlah temuan audit

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data

dokumenter. Data dokumenter merupakan jenis data penelitian berupa arsip yang

memuat apa dan kapan suatu kerjadian atau transaksi serta siapa yang terlibat

dalam suatu kejadian. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

laporan keuangan pemerintah daerah dari 34 provinsi pada periode 2015-2016.

Data temuan audit diperoleh dari ikhtisar hasil pemeriksaan semester atas laporan
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keuangan pemerintah daerah periode 2015-2016 berupa temuan pemeriksaan atas

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

3.3.1.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil

kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah

dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan

atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Sari, 2016)

dalam (Kusuma dan Handayani, 2017). Pengukuran kinerja dalam suatu

organisasi merupakan komponen penting yang dapat memberikan motivasi dan

arah serta umpan balik perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam suatu

organisasi.

Dalam penelitian ini, kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan

menggunakan rasio efisiensi. Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010) rasio

efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan sebuah

kegiatan/aktivitas dengan sumber daya (input) yang digunakan. Semakin tinggi

rasio efisiensi berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik,

sebaliknya, semakin rendah rasio maka akan semakin buruk tingkat kinerja

keuangan pemerintah daerah. Rasio efisiensi diukur dengan menggunakan rumus

sebagai berikut:
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=
Kriteria untuk menilai efisiensi pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai
berikut:

Tabel 3.1
Kriteria penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Presentase Kinerja Keuangan Kriteria

100% ke atas

90%-100%

80%-90%

60%-80%

Dibawah 60%

Sangat efisien

Efisien

Cukup Efisien

Kurang Efisien

Tidak Efisien

3.3.2 Variabel Independen

3.3.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh

daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku

(Halim, 2013). Peningkatan PAD akan mengakibatkan peningkatan kinerja

keuangan pemerintah (Julitawati dkk., 2012). Penelitian Sumarjo (2010)

menyatakan bahwa peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang positif akan mendorong investasi yang

juga mendorong peningkatan perbaikan infrastrukstur daerah. Peningkatan

infrastruktur daerah diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik

yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah diukur

dengan rasio kemandirian. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan
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kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian diukur

dengan rumus:

= ℎ+ 100%
3.3.2.2 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu periode anggaran yang digunakan

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada penelitian ini belanja daerah

diukur dengan logaritma natural (Ln) total realisasi belanja daerah agar tidak

terjadi perbedaan data yang terlalu ekstrem, karena besarnya total realisasi belanja

masing- masing permerintah daerah berbeda-beda. Maka pada penelitian ini

variabel belanja daerah diukur dengan:

ℎ = ln( ℎ)
3.3.2.3 Temuan Audit

Kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala

aktivitas kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan

kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Wijayanti dan Murtini,

2016). BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah
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daerah. Salah satu laporan hasil pemeriksaan yaitu laporan hasil pemeriksaan atas

ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan

kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah. Temuan audit ini

menunjukkan seberapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah

daerah dan kerugian material yang ditimbulkan atas pelanggaran tersebut.dalam

mengukur temuan audit penelitian ini mengacu pada penelitian Sudarsana dan

Rahardjo (2013) dengan rumus sebagai berikut:

= ln( )

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode-metode statistic yang digunakan untuk

menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Statistik deskriptif memberikan

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean).

Standard deviasi, varian , maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan

skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2013). Informasi dalam statistik

deskriptif ini akan tersaji dengan ringkas rapid an dapat memberikan informasi

inti dari kumpulan datayang ada. Informasi data yang dapat diperoleh dari statistik

deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta

kecenderungan suatu gugus data.
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3.4.2 Uji Asumsi Klasik

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model yang dipakai untuk

mengetahui kenormalan regresi adalah one sampel kolmogorov smirnov test dan

Probability Plot . Adapun dasar pengambilan keputusan uji statistik one sample

kolmogorov smirnov test menurut Ghozali (2011) yaitu:

a. Jika Asymp sig (2 tailed) < 0,05 maka Ho ditolak. Hal ini berarti data tidak

berdistribusi normal

b. Jika nilai Asymp sig (2 tailed) > 0,05 maka Ho diterima. Hal ini berarti

data berdistribusi normal

Dan adapun kriteria dasar pengambilan keputusan uji statistik Probability Plot

yaitu:

a. Jika titik-titik atau data berada di dekat atau mengikuti garis diagonalnya

maka dapat dikatakan bahwa nilai residual terdistribusi normal.

b. Sementara itu, jika titik-titik menjauh atau tersebar dan tidak mengikuti

garis diagonal maka hal ini menunjukkan bahwa nilai residual tidak

terdistribusi normal.

3.4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan

adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika varibel

independen saling berkorelasi, maka variaebel ini tidak ortogonal (variabel
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independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol

(Ghozali 211)

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi

dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Kedua

ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh

variabel independen lainnya. Apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 atau VIF

kurang dari 10, dapat diarti tidak terjadi multikolonieritas dalam data penelitian

tersebut (Ghozali, 2011).

3.4.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada kolerasi

antara kesalahan pengganggu pada periode t (pada saat ini) dengan kesalahan

penggangu pada periode t-1. Untuk mengetahui apakah data yang digunakan

dalam model terdapat autokorelasi atau tidak, pada penelitian ini menggunakan

alat uji Runs Test. Kriteria pengujian atau dasar pengambilan keputusan uji

statistik Runs Test menurut Ghozali, (2011) yaitu :

a. Jika nilai Asymp Sig (2 tailed) < 0,05 maka H0 ditolak. Hal ini berarti terjadi

gelaja autokorelasi.

b. Jika nilai Asymp Sig (2 tailed) > 0,05 maka H0 diterima. Hal ini berarti tidak

terjadi gejala autokorelasi pada model regresi yang digunakan dalam

penelitian.
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3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika

variance atau residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi

yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi

heteroskedastisitas. Salah satu metode yang digunakan untuk menguji

heteroskedastisitas dalam model regresi adalah dengan meihat pola gambar

Scatterplots. Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan

grafik Scatterplots yaitu:

1. Jika terdapat pola tertentu pada grafik Scatterplots, seperti titik-titik yang

membentuk pola yang teratur (bergelombang, menyebar kemudian

menyempit), maka dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas,

2. Sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar, maka

indikasinya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.3 Uji Hipotesis

3.4.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah analisis tentang hubungan antara satu

variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Dalam model

penelitian ini terdapat satu variabel dependen dan tiga variabel independen

sehingga analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda Data akan

diolah menggunakan software SPSS 22. Untuk mengetahui pengaruh variabel
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independen terhadap variabel dependen digunakan model regresi linier berganda

dengan persamaan sebagai berikut:

Y=a+β1X1+β2X2+β3X3+έ

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
A = konstanta
β1, β2, β3, = koefisien regresi variabel independen
X1 = Pendapatan Asli Daerah
X2 = Belanja Daerah
X3 = Temuan Audit
Έ = Standar Error

3.4.2.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinan merupakan nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel

independen dapat menjelaskan variasi variabel dependennya. Nilai koefisien

determinan dilihat pada hasil pengujian regresi berganda untuk variabel

independen berupa pendapatan asli daerah, belanja daerah dan temuan audit serta

variabel dependen berupa efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam

penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R2 berkisar antara 0 dan 1. Nilai

Adjusted R2 yang semakin mendekati 1 maka kemampuan model tersebut dalam

menjelaskan variabel dependen semakin baik. Sebaliknya, bila nilai Adjusted R2

menjauh dari 1 maka kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel

dependen kurang baik (Ghozali, 2011)
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3.4.2.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Stastistik F)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Pengujian

dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Dasar pengambilan

keputusannya adalah:

1. Jika nilai signifikansi > 0,05, artinya secara simultan semua variabel

independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

(hipotesis ditolak).

2. Jika nilai signifikansi < 0,05, artinya secara simultan semua variabel

independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

(hipotesis diterima).

Uji F dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil

regresi menggunakan SPSS dengan significance level 0,05 (α =5%). Jika nilai

signifikansi lebih besar dari α  maka hipotesis ditolak, yang berarti model regresi

tidak fit. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari α maka hipotesis diterima, yang

berarti bahwa model regresi fit.

4.3.2.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Stastistik t)

Uji statistik t dapat menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel

independen dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji

statistik t ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen

apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen.
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Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 (α=5%).

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria menurut Ghozali,

(2011) sebagai berikut :

1. Jika t hitung > t tabel atau probabilitas <0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini

berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika t hitung < t tabel atau probabilitas>0,05 maka hipotesis ditolak. Hal ini

berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.



BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji

heteroskedastisitas tidak ditemukan variabel yang menyimpang dari asumsi

klasik. Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang tersedia telah memenuhi

syarat untuk menggunakan model persamaan regresi linier berganda. Dalam

penelitian ini mencoba untuk meneliti apakah pendapatan asli daerah, belanja

daerah dan temuan audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah provinsi di Indonesia tahun 2015-2016. Berdasarkan analisis yang telah

dilakukan maka penelitian ini memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi pada provinsi di Indonesia

tahun 2015-2016. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat

pendapatan asli daerah akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah

daerah.

2. Belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah berdasarkan rasio efisiensi pada provinsi di Indonesia tahun 2015-

2016. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja daerah maka akan

semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah.
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3. Temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah berdasarkan rasio efisiensi pada provinsi di Indonesia tahun 2015-

2016.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan penelitian ini diantaranya:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya pendapatan asli

daerah, belanja daerah dan temuan audit dalam menjelaskan kinerja

keuangan pemerintah daerah.

2. Sampel penelitian terbatas hanya pada tahun 2015-2016.

3. Sampel yang digunakan adalah pemerintah daerah tingkat provinsi

sehingga hasil penelitian belum menggambarkan kondisi pemerintah

daerah di Indonesia secara menyeluruh baik pada tingkat provinsi maupun

kabupaten/kota

4. Dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah hanya berdasarkan

rasio efisiensi.

5.3 Implikasi Penelitian

5.3.1 Implikasi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu

pengetahuan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, belanja daerah, dan

temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
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5.3.2 Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi

pemerintah daerah mengenai kinerja keuangan pemerintah dalam menentukan

kebijakan kinerja keuangan daerah.

5.4 Saran

5.4.1 Saran Bagi Pemerintah Daerah

Dari hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, pemerintah daerah di indonesia

menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah belum efisien, maka

diharapkan:

1. Pemerintah daerah dapat terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja

keuangannya sampai semaksimal mungkin sehingga mampu menghasilkan

kinerja yang optimal.

2. Pemerintah daerah dapat mengelola APBD dengan bijak untuk menciptakan

efisiensi anggaran.

5.4.2 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Menambah variabel-variabel selain yang digunakan agar hasilnya dapat

terdefinisi dengan lebih sempurna seperti variabel ukuran daerah, leverage

dan ukuran legislatif.

2. Menambahkan tahun periode penelitian

3. Menambah sampel pemerintah daerah lain seperti kabupaten/kota
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4. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan proksi lain selain rasio efisiensi

dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yang diantaranya

adalah rasio kemandirian, rasio aktivitas, rasio efektivitas, dan rasio

pertumbuhan.
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